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KATA PENGANTAR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen penting dalam
pengelolaan keuangan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan yang
terintegrasi, APBD memainkan peran sentral dalam meningkatkan pelayanan
publik, mendukung pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Artikel ini akan mengupas pengertian, tujuan, komponen, serta
fungsi APBD dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025,
pada tanggal 22 Januari 2025 Pemerintah menetapkan Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 schingga perlu
penyesuaian pengalokasian belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui penetapan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.
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BAB I PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Diktum KELIMA angka 1 huruf b Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Identifikasi Masalah
Perlu penyesuaian pengalokasian belanja daerah pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga perlu
penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tarakan Tahun Anggaran 2025 melalui penetapan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

C.Tujuan Penyusunan

D.
1.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Diktum KELIMA angka 1 huruf
b Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025.

Dasar Hukum
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Tarakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3711);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);



12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib  Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
648);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2005 tentang
kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 04 Seri A-04);

Peraturan Kepala Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017
Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun
2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor S Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 82);



20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah
Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 616);



BAB II POKOK PIKIRAN

APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penjabaran APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 dijabarkan
dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
Memenuhi ketentuan Diktum KELIMA angka 1 huruf b Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

Perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



BAB III MATERI MUATAN
A.Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dari peraturan ini adalah Pengaturan mengenai
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dalam rangka memenuhi ketentuan Diktum KELIMA angka
1 huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan
Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jangkauan pengaturan meliputi subjek pengaturan yaitu seluruh pihak
yang terlibat baik dalam penyusunan maupun penggunaan APBD Kota
Tarakan Tahun Anggaram 2025.

Arah pengaturan mengenai penyesuaian pengalokasian belanja daerah
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Ruang Lingkup Materi
1. Pasall : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor
53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang
diubah;
2. Pasal II : Pemberlakuan dan Pengundangan.



BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Diktum KELIMA angka 1
huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/Sj tentang Penyesuaian Arah
Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu Perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

A.Saran

Agar pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
dapat segera dilaksanakan dengan baik agar dapat segera diaplikasikan.




